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» Hukum perdata adalah sekumpulan aturan
hukum yang mengatur hubungan antara
individu dengan individu, fokus dari hukum
perdata adalah kepentingan personal atau
kepentingan individu.

» Hukum pidana adalah serangkaian kaidah hukum
tertulis yang mengatur tentang perbuatan-
perbuatan yang dilarang atau fidak boleh
dilakukan, dengan adanya ancaman sanksi
tertentu.
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Dilihat dari sisi pengaturannya:

» Hukum Perdata mengatur hubungan-hukum
antara orang yang satu dengan orang yang
lain dengan menitik beratkan kepada
kepentingan perseorangan.

» Hukum Pidana mengatur hubungan-hukum
antara seorang anggota masyarakat
{warganegara) dengan negara yang
menguasai tata tertib masyarakat jtu.
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Perbedaan Pelaksanaanya

3 Pe:an%gam terh nosma-fukum perdam bary diambll indakan akch

penaadilan setelah ada pengaduan alieh pihak berkepenungan Y}ng
merasa dirugikan. Flhak yang ] jadh Halam
perkara i,

Pulang terhadap norma hukum pidana, pada umumnya segera
d!nmlgni tindakan okeh pengadifan fanpa ad:é:engad uan dart pihak yang
dlru&lkan_, Setelah terjad) pqh:?%fmn terhadap norma-hvkum pidana
tdeitk = tindak pidana}, maka afat-alat rhnikapan MNegara seperd
Palisi, a Hakim segera bertindate. Fhakyang menjadi kerban
cukuplah melaporkan keiada yang berwajit (Polsi} tentang Findak -
prdana yang w:&il‘ Fihak yang melaparkan {yang dirugikan} menjadi
saksi falam perkam ity, sedang vang menjodi penggugar adalah
PerunmtUmum it (aksal.
Terhadap beberapa Undak pidana tertentn, tidak diamkil Endakan aleh
pihak yang berwalih, jika tidak diajukan pangaduan oleh pihak yang

9 Tpera ; (!

P . Pencurian antara keizrga,

Asas-asas hukum perdata

» 1. Asas kebebasan berkontrak
Asas ini bermakna bahwa siapapun dapat melakukan
perjanjian baik yang sudah maupun yang belum
diatur di dalam Undang-Undang (Pasat 1338 KUHPdL).
Perianjian yang telah dibuat di antara para pihak
berlaku sebagal hukum yang mengikat para
pembuatnya.

» 2. Asas konsesuajisme
Menurut Pasal 1320 KUHRdL, bahwa perjanjian sah

{ika disepakati cleh kedua belah pihak baik secara
isan maupun tutisan, formal maupun informal.
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3, Asas kekuatan mengikal

Perjanjiar vang Telgh dibuat Mengikat pala pembiatnyz saja, alay dengan kata
i ainys Toetikat k& Slamt, bekan "“-“Egg"“ Kelusar, Dhsebutkan i datam

pasul 1346 KUHPHL babwa perjaniian hanya berlaku antara pihak yang
membuatoya.

4. Asas kepeibadion
waksud asas inl adalah bahwa dalam membuat gerangan hany agniuk memenuhi
kepehrngan parsenranjan atdy dirfaya senditi.

S. Asas Juikad baik
Pajan|ian yang tefah disepakats harus difak sanakan dengan atikad baik, artinya
para van% manmbuat perjaryian hanis mdaksamkra‘?\ prestasi yang elah
mere kajanjikan.,

6. Asar kepagtim bukon
Asas ini juga keeap dikenal sebagat 9sas pgeta swid senandd yakni asas yan
Berlaky ;d:lagai L?ndam]-l.lndan?)gppg! pa_igapemhuatn\.-a. Hakim maugun plbi
efila Lzinnya haTus menghoemati 35 perjanjian yang dibuat oieh para pifak.

7. Asas parszmaan hu kuam
i betary bahwa subjek pembuat perjanjian harus Memiliki kedudukan, hak dan
kewagistélanvang saMa di hadapan hukum, tdak bobeh ada diskriminas:
herdasarkan suk, agastt, warna kulit dan ras.
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Asas-Asas Hukum Pidana

1. Asas Legalitas {Nullurm Defictur Nulla Poena Sine
Previafegeponale}

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecual atas kekuatan
atman pidana datam perundang-undangan yang telah ada
sebelum perbuatan ditakukan {Ps! 1 KUHP).

2. Kesamzan dlhadapan Hukum {Asas Fgquality Before the Law }
Menjamin Azas Persamaan Hukunm anpa ada pengacuatian
pada setlap orang.

3. Asas Preduga Tak Bersalah (Per ptianof ent}
Seseorang wajib dianggap tidak bersatah sebelum adanya
keputusan pengadiian yang bers dat tetap fdhcracld van
gewifjdel, yang menyatakan dia bersalah.
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4, Personalitas
Hanya orang yang metakukan kejahatan itu saja
an

dapat dikenai dipidana.

5. Asas Mebis In ldem (Pasal 76 KUHP}
Seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya
dafam kasus yang sama.

6. Asas 5ubstansi dan Proportionaslitas
Penjatuhan pidana itu seJauh mungkin bersifat
sedang dan berat, ringan pidana harus sebanding
dengan kejahatan
Glimum Remidium: 5aksi pidana marupakan
senjata pamungkasfupaya
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7. Asas Publisitas
Keputusan Hakim harus diucapkan dimuka umum
dan menunjuk peraturan hukum/pasal yang
diterapkan.

Pada umumnya asas yang selalu digunakan aleh
aparat penegak hukum seperti penyidik

adalah Asas PradugaTak Bersalah (Per sumptian of
innoncent} dalam mefakukan penangkapam serta
penyidikan wajib dilakukan sampal

adanya pembuktian dari Pengadilan yang
membuktikan bersafah atau tidaknya
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